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BAB 1

PENDAHULUAN

Psikotropika merupakan salah satu masalah nasional dan sebagai kejahatan
vang menghambat kelancaran pembangunan, di samping merupakan iindakan
penyelewengan terhadap norma atau kaidah hukum vang berlaku dan norma
social lainnva Di mana selama kurang lebth 3 (tiga) dasawarsa psikotropika
merupakan akibat vang sukar ditanggulangi, oleh karena masaiah psikotropika,
harus ditanggulang eleh aparat terkait.

Indonesia sendirni tidak lerlepas darn permasalahan psikotropika. Sampai
sekarang I[ndonesia belum bias lepas dart permasalahan psiketroptha i
walaupun telah banvak peraturan dan undang-undang vang dikeluarkan untuk
memberantas semakin melanjutuva tingkat kualitas dan kuanitas kejahatan
naikotronika ini. Beberapa undang-undang telah dikeluarkan vaitu Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Undang-undang ini tampaknva
hanva bermanfaat terhadap kejahatan narkotika sedangkan masalah psikotropika
sepertt sabu-sabu tidak tertampung dalam undang-undang 1ni, berdasarkan
kenvataan tersebut maka dikeluarkan pula Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997
tentang Pstketropika Dengan adanva kedua undang-undang tersebut diharapkan
dengan fmdang—undang terakhir bias menjadi alat vang ampuh untuk memberantas
kejahatan penvalahgunaan psikotropika.

Psikotropika 1tu sendirt adalah suatu penyakit dalam masvarakat

Khususnya dalam tubuh Negara akibat dari penvakit itu dapat menghambai

J
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lajunva roda pembangunan sekaligus mengurangi wibawa pemenntah di maia

masvarakat. maka perlu diberantas dengan tunias.
Sejalan dengan hangatnva pembicaraan tentang masalah pstkotropika i
| o = o
dan dihubungkan dengan aturan pidana vang ada di Indenesia, maka salah satu
penegakan hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana psikotropika adalah
melalur pelaksanana perlindungan hukum terhadap saks: pelapor atas tindak
pidana psikotropika.

Tetap: pabtla dilihat dant prakieknva maka terbthat kurangnva pelaksanaan

perlindungan terhadap saksi pelapor, hal ini disebabkan banvak terlihat dalam

maueun Koedoh-baedah  lainava  ditemm
verlindungan bhagi saksi pelapor namun kenvataannyva keadan tersebut belum jelas
dalam prakteknva. khususnva ierlthat dalam Pasal 4-nva “Perlindungan Saksi

faige ANl

Korban bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam

L4
A. Pengertian dan Penegasan Judul
Karva ilmiah ini berjudul “Perlindungan Saks: Terhadap Permasalahan

Pstkotropika™ Agar tidak menimbulkan penafsiran yvang berbeda terhadap judui d

secara etimologi (kata per kata) vaitu

9]
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| Masih barunva Undang-Undang Nomor |3 Tahun 2006 ten wdungan
Saks: dan Korban diberlakukan dalam praktek hokum di - chingga

banyak menimbulkan kendala dan hambatan

2. Penulis juga merasa tertarik perihal keadaan hokum d: susnyva
dalam pemberantasan tindak pidana psikotropika karena o udukan

saksi pelapor sebaga: psakyta dalam kasus psikotropica

3. Dalam pembahasan ini juga cznulis berupava untuk mir raktek-
praktek yang kurang memperikan tespon dalzm hel sakst,

sehingga masyarakat meniad; vialas untuk bersaks: ats:

terjadinya suatu tindak pidans

C. Permasalahan

Dari latar belakang dan dasar pemikiran tersabi yo oo L than
dalam penulisan karva ilmiah ini adalah : -
1. Apakah faktor-faktor vang menyebabkas dibertkannya periindu wdap i
saksi pelapor dalam tindak pidana psikotropika &
2. Apakah praktek hukum dewasa ini membenian koneitd adap
perlindungan saksi pelapor dalam kasus psikotropika .
D. Hipotesis .
Hipotesa adalah anggapan dasar aau  dupa vang )
kebenarannva masih belum tentu dipasiikan secara topay dikan

suatu penelifian,

3
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Sebagai lpotesis terhadap masalah vang akan dikemukakan penulis dalam

karva tmiah it adalah

t

t

K.

Faktor-faktor vang menyvebabkan diberikannva perlindungan terhadap saksi
pelapor dalam tindak pidana psikotropika. adalah faktor terjaminnva rasa
keamanan sakst dalam membernikan kesaksiannva sewaktu pemerniksaan
perkara pstkotropika tersebut dijalankan

Praktek hukum dewasa in1 belum memberikan Kkonstribust terhadap

nerlindunguan saksy pelapor dalam kasus psikotropika, karena sering dalam

P doais

Tujuan Penulisan
Tujuan dari dilakukan némbahasan Karva ilmizh im adalah sebagat bertkut:

Untuk Kkeperluan sebagai salah satu persyaratan atau melerigkapi pangkat

;
akademis

Sumbangsth penulis untuk bahan bacaan mengenai perlindungan saksi

Metode Pengumpulan Data

:
=
=
%
=

=
i

Dalam penulisan karya ilmiah

penelitran dengan cara :

1.

-

Penelitian Kepustakaan (Librari Research)

Pada metode penelitian ini penulis mendapatkan data masukan dan berbagai
bahan-bahan bacaan yang bersifat teoritis ilmiah, baik itu dan lteratur-
literatur, peraturan-peraturan maupun juga dari majalah-majalah w.n bahan

perkuliahan penulis sendiri
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-

3. Cepat lelah
4. Tidak bersemangat/ingin tidur terus

Psikotropika vang mempunva: potensi mengakibatkan sindroma
ketergantungan digoloengkan menjadi 4 (empat) golongan, vaitu :

1. Psaikotropika Golongan I, adalah psikotropika yang hanya dapat digunakan
untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam
terapi serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma
cetergantungan. Contch Ekstasi

2. Psikotropika Golongan II, adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan
dan dapat digunakan dalam terapt dan/atau untuk fujuan ilmu
pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan
sindroma ketergantungan. Contoh Amphetamine

3. Psikotropika Golongan III, adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan

iounalan dalam terant dan/atan untul: finan i
nakan dajam torant o L34

3 / 154
dan banvak digunalar n1 dan/atau faan alifiy

pengetahuan serta mempunvai potensi sedang mengakibatkan
sindroma ketergantungan. Contoh Phenobarbital

4. Psikotropika Golongan III, adalah psikotropika yang berkhasiat peigobatan
dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau unt. L tujuan
ilmu  pengetahuan serta mempunyai potens: ringan

mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh ! ::zepam.

Nitrazepam (BK. DUM)

14
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Di samping manfaatnya tersebut, psikotropika apabilah disalah gunakan
atau salah pemakaiannva dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi
kehidupan serta nilai-nilai kebudayvaan. Karena i1tu penggunaan psikotropika
hanya dibatasi untuk kepentingan pengibatan dan tujuan ilmu pengetahuan.

Penyalahgunaan pemakaian psikotropika dapat berakibat jauh dan fatal
serta menyebabkan vang bersangkutan menjadi ketergantungan pada psikotropika
untuk kemudian berusaha agar senantiasa memperoleh psikotropika dengan segala
cara, tanpa mengindahkan norma-norma sosial, agama maupun hukum vang
berlaku.

Dan uraian-uraian tersebut di atas dapatlah dibayangkan bahwa bahava
dari penvalahgunaan psikotropika tidak saja terhadap probadi si pemakai,
melainkan pula dapat menciptakén keadaan membahayakan atau mengancam

masyarakat. Hal ini bisa terjadi jika dalam suatu kelompok masyarakat banyak

Deteriosasimental (kemerosotan mental). Hal ini ditandai dengan kelakunan dan
rerbuatan vang sangat merugikan dan menghancurkan masyarakat itu sendin,
sepertl :
1. Kecelakaan meingkat

Kecelakaan lalu lintas dan kecelakaan sewaktu bekenja
2. Kekerasan meningkat (violence)

a. pembunuhan din sendin (luicide)

b. pembunuhan orang lain (komicidi)

17
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seperti vang dialami negara Cina dalam perang candi di mana Inggris
mempergunakan candu sebagai alat subverst (menghancurkan lawan dan dalam)
yang antara lain Hongkong menjadi Koloni Inggris.

Untuk mengantisipasi pemakaian secara terlarang terhadap psikotropika
ini maka perlu diketahui pula berbagai petunjuk tentang kemungkinan adanya
penyalahgunaan psikotropika dan obat dalam masyarakat.

Badan atau iembaga yang menangani penyalahgunaan psikotropika dapat
mempercleh informasi dan beberapa jenis data tentang akibat langsung dari
penyalahgunaan psikotropika dalam masyarakat darn beberapa sumber tertentu.

Dalam lapangan pekerjaan misalnya dengan menelaah daftar absensi,
daftar pembayvaran gaji buruh vang tidak masuk kerja atau sering mangkir karena
sakit dan sebagainya. Khusus bagi sekolah-sekolah, daftar absen bagi murid
dengan kebiasaan makan obat dan murnid dengan kebiasaan makan obat dan murid

hila dihandincl aan manalaah la
DL ddhandn i A wah

andielaan densan mansl

vang tidak terlibat
dengan jalan mewancarai guru bagian bimbingan dan penyuluhan dan
administrast sekolah).

Daia dan pencatatan bagia kepolisian dan pengadilan akan
mengungkapkan bagaimana kecenderungan (trend) penyvalahgunaan psikotropika
{1 satu daerah pada suatu masa tertentu.

Tentu jumlah vang digambarkan oleh data-data yang 'diperoleh tad:
sukanlah gambaran yang sebenarnya karena banyak lagi kasus penvalahgunaan

vanG

w

~sikotroptka dalam masyarakat yang tidak tercatat, ibarat bagian gunung 2

menvembul di atas permukaan air laut vang dalam.

19
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Sebelum mengkualifikasikan sesuatu daerah mempunyai permasalahan
penvalahgunaan psikotropika vang serius atau tidak, perlu oleh pejabat yang
bersangkutan terlebih dahulu mengadakan swatu penvelidikan yang mendasar
untuk mendapat informas: dan data-data vang lengkap mengenai :

1. Benar tidaknyva sinvalemen permasalahan tersebut dalam masyarakat
bersangkutan dan sampai dt mana luas penyebarannya

2. Bagaimana cara penggunaan/pemakaiannya jenis psikotropika mana yang
dipergunakan

Jumlah anak didik remaja atau anggota masvarakat vang telah

(%)

menvalahgunakan psikotropika tersebut (kuantifikas:)
4. Dan akibat buruk apa dan masaiah sosial, kesehatan vang negatif yang
sifatnya dapat merugikan bagaimana telah ditimbulkan
Suatu pernyataan/statement mengenai terlibatnya sesuatu kelompok
magvarakat terientu di catu daerah ataunun galongan murid-murid dalam satu
sekolah tertentu perlu berlandaskan pembuktian dengan memperlihatkan data-data
vang dapat berbicara, bukan hanya atas dasar perkiraan atau landasan kata orang
saja.
BRagi orang-orang vang menvalahgunakan psikotropika perlu ditanggulangi
secara prefentif dan refresif denu terciptanva pembangunan manusia seutuhnya.
Tujuan utama dari usaha prefensi penvalahgunaan psikotropika secara
singkat ialah menghinaarkan timbulnya masalah-masalah karena penyalahgunaan
psikotropika vang dipergunakan yaitu dengan jalan menghindarkan prefensi atau
mengurangi  jumlahnya  (insidnce-rate) dan  mengurangi  keparzhan

masalah/problema vang dapat ditimbulkannya sehingga dengan mudzh dapat
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BAB I

TINJAUAN UMUM TENTANG SAKSI DAN SAKSI PELAPOR

A. Pengertian Saksi Pelapor

Di dalam KUHAP, alat-alat bukti yang sah diatur dan ditetapkan dalam
Pasal 184 KUHAP
1. Alat bukti yang sah 1alah :

a. Keterangan saksi

b. Keierangan ahli

c. Surat
d. Petumjuk
e Keterangan lerdakwa
2. Hal yang secara umum dudah diketahui tidak perlu dibuktikan

Pasal 184 KUHAP di atas menempatkan keterangan saksi diurutan
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didakwakan kepadanva™ Avat (3) dari pasal vang sama berbunyi “ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam avat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan alat
bukti vapg sah lainnya” Hal im dapat diartikan bahwa keterangan lebih dari 1

{(satu) orang saksi saja tanpa diserta: alat bukti lainnya, dapat dianggap cukuyp

untuk membuktikan apakah seorang terdakwa bersalah /tidak.

keterangan vang sebenar-benamya. Untuk 1tu, sakst perlu merasa aman dan bebas
22
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dan Korban. Sebelum diundangkannva Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006
maka terdapat perbedaan pendapat dapat menelurkan Rencana Undang-Undang
(RU) tersebut memadi undang-undang. RUU Perlindungan Saksi dan Korban di
Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Perwakilan Rakyat telah
disahkan menjadi undang-undang vaitu Undang-Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Jadwal tersebut terlambat
karena menurut jadwal vang dikeluarkan DPR, RUU tersebut akan disahkan
dalam rapat panipurna DPR pada 24 Maret 2006. Keterlambatan pengesahan RUU
tersebut menjadi undang-undang karena kelemahan yang ditemukan di dalam
ranicangannya. baik dalam RUU inisiatif DPR maupun RUU yang diusulkan
pemerintah,
Kelemahan tersebut.

1. Konsep dasar penyusunan RUU yang lemah

memberikan rasa aman saat saksi dan korban membenkan keterangan di

peradilan pidana. Apabila hal itu vang hendak dicapai, lebih baik mendorong
,

kepolisian atau kejaksaan untuk meningkatkan Kinerjanva karena tugas seperti

di atas adalah tugas lembaga tersebut. ‘

Suatu materi atau persoalan tertentu vang diatur dalam suatu peraturan

perundang-undangan mengidentifikasi masalah tertentu. Dalam hal ini

masalah yang dihadapai adalah efektifitas dalam penegakan hukum. terutama

dalam hal penyvelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia berat dan

bo
W
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penvelesaian kasus psikotropika. Hambatan utama dalam penyelesaian kasus-
kasus tersebut adalah minimnya partisipast masyarakat untuk berperan sebagat
pelapor dan saksi. Karrena itu, seharusnya tujuan keberadaan Undang-Undang
Perlindungan Saks: bukan sebatas untuk melindungi saksi, melainkan lebih
untuk  meningkatkan efektifitas dalam penegakan hukum terutama

penyelesaian kasus pelanggaran HAM dan kasus psikotropika

o

Tidak berperspektif pemberantasan psikotropika

Melihat modus psikotropika vang tersistcmatis dengan batk. disertar adanva
keterlibatan para pejabat negara ataupun orang-orang vang cukup
berpengaruh. ketakutan para saksi atau pelapor adanva indikast psikotropika
perlu dihilangkan dengan kepastian hukum dan pemenuhan akan rasa keadilan
vang hendak dicapainva Dalam hal in1, Undang-Undang Perlindungan Saksi
sekst vang moemiliki keberanian untuk mengungkap
Undang-undang ini nantinva diharapkan mampu memotivasi orang yang
mengetahur terjadinya tindak pidana psikotropika untuk berani mengauk
kebenaran vang selama ini sengaja ditutupi oteh konspirasi dar para koruptor.
Namun dalam Undmg Undang Nomor 13 Tahun 2006, tentang Perlindungan
Saksi dan Korban, perspektif tersebut tidak ditemukan. Hal itu dapat terlihat

,

dengan tidak dimasukkannva Undang-Undang Anti Psikotropika dalam
pertimbangannya, padahal saksi kasus psikotropika termasuk yang harus

dilindungt. Selain 1tu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentan

Perlindungan Saksi dan Korban ini belum memasukkan unsur pelapor dalam

kasus psikotropika. Pelapor didefimisikan sepertt yang ada di dalam Kuab
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Untuk mengungkap kasus tindak puidana, terutama pelanggaran HAM dan
psikotropika, peran serta masyarakat sangat menentukan Beberapa kasus
pelanggaran HAM dapat terungkap karena adanya kesaksian dari korban, tapi
masih lebih banyak vang tidak terungkap karena korban tidak mau bersaksi
mengingat besarnva nsiko vang harus dihadapi. Sedangkan dalam kasus
psikotropika, peran whistleblower sangat menentukan. Kasus psikotropika d:
tubuh Komisi Pemilihan Umum dapat terungkap tidak lain karena peran
whistleblower.

Mengingat besarmnya risiko yang harus dihadapt oleh masyarakat dalam
berperan melaporkan atau menjadi saksi tindak pidana sudah sewajamya
apabila mereka diberi penghargaan sesuai dengan perannya. Selain itu,
memasukkan unsur penghargaan bagi peran serta masyarakat penting

dilakwkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaporkan

5. Pembentukan lembaga vang tidak realistis

Dart rancengan yang ada. jelas terlithat bahwa akan dibentuk lembaga

[a%)

perlindungan saksi vang bersifat independen, bukan memanfaatkan lembaga-
lembaga vang sudah ada (Kepolisian, Kejaksaan atau Departemen Hukum dan
Hak Asast Manusia) yang memang diamanatkan oleh undang-undang. Selain
itu, le;nbaga 1 akan dibentuk sekurang-kurangnva di setiap ibukota provins:
dan di wilayah kabupaten/kota

Dari pengalaman beberapa negara terdapat hal penting vang perlu

diperttimbangkan dalam nembentukan lembaga perlindungan saks: vaitu

pemgelolaan, pendanaan dan kerahasisan [ artinve &
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dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan
Saksi dan Korban yang akan direalisasi. apabila menggunakan 3 (tiga) ukuran di
atas, sungguh tidak realistis,

Dalam Undang-Undang Nemor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan
Saksi dan Korban, ketentuan mengenai anggota lembaga perlindungan saksi
terdiri atas banvak unsur. vaitu :

1. Komuisi Nasional Hak Asast Mansia

&

Kepolisian

Kejaksaan

W)

4. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
5. Akademisi
6. Lembaga Swadaya Masvarakat
Sedangkan bentuk organisasinya cenderung seperti komisi. Konsekuensi dari
hentul organisast dan keangootaan seperti ity akan melahirkan registensi dan
ancaman keamanan terhadap saksi. Padahal lembaga vperlindungan saksi
seharusnya merupakan organisasi yang profesional dan sangat eksklusif]
mengingat tugas dan tanggung jawabnya yang begitu besar dan bersifat rahasia.
Ketiadaan aturan hukum tentang perlindungan saksi akan memperlambat
langkah penegakan hukum, terutama dalam memberantas psikotropika dan
menegaki;an HAM. Tapi, keberadaan anturan hukum tentang pertindungan saksi
yang banyak memuliki kelemahan justru akan dapat menghambat peran serta
masyarakat dan dapat mengancam keselamatan sakst. Karena itu, sebelum RUU
tersebut disahkan menjadi Undang-Undang Perlindungan Saksi, alangkah baiknya

]

DPR melakukan dengar pendapat dengan pihak-pithak yang mempunyai perhanan

29
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besar terhadap masalah ini. Setidaknya ada beberapa pihak yang harus diundang
ke DPR untuk membahas RUU ini, yaitu :

1. Kepolisian

2. Kejaksaan

3. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

4. Komist Pemberantasan Psikotropika

5. Koalisi Rencana Undang-Undang Perlindungan Sakst

C. Kedudukan Saksi Pelapor Dalam Suatu Perkara Pidana

Pembahasan terhadap subbab ini dapat dipisahkan dengan Tidankan
Khairiansyah, seorang auditor Badan Pemeriksa Keuvangan (BPK), melaporkan
upaya penyuapan kepada Komisis Pemberantasan Psikotroptka (KPK) dalam

konteks ini bisa saja disebut sebagai suatu “accident”.

Tertangkapnya Mulyana W. Kusumsah pun dapat discbut sebagai suatu
“kecelakaan”. Kecelakaan yang menjadi kunci pembuka gembok besar pengunci
kasus psikotropika di suat lembaga terhormat, Komisi Pemilihan Umum (KPU),
yang bisa jadi akan menyeret orang-orang terhormat. Maka, hebohlah seluruh
negert. .

Alih-alih bangga dengan keberanian anak buahnva dan memberikan
pengharg'aan serta perlindungan, yang dilakukan kepala BPK Anwar Nasution
malah memaki-maki seraya mengancam akan membenikan sanksi kepada
Khairiansyah.

Di negeri yang sistem hukumnya sa~~at rawan dan korup seperti

Indonesia, nasib saksi pelapor memang sungguh celaka Ambil contoh beberapa
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waktu lalu, Endin Wahyudin, yang melaporkan dugaan psikotropika 3 (tiga hakim
agung, malah menjadi terdakwa di persidangan. Belajar dari kasus yang menimpa
Edin, publik jadi paham bahwa negara belum menyediakan jaminan dan proteksi
hukum vang memadai bagr para saksi pelapor tindak pidana psikotropika,

Sejauh ini Indonesia memang baru memiliki produk perundang-undangan
untuk perlindungan saksi dalam kasus tindak pidana terorisme. Beleid ini
tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara
Perlindungan Terhadap saksi, Penyidik, ‘Penuntut Umum dan Hakim datam
Perkara Tindak Pidana Terorisme. Sementara itu, untuk para saksi pelapor tindak
pidana psikotropika, proteksi hukum serupa belum tersedia.

Beberapa negara lain telah melangkah lebih jauh dalam memberikan
perlindungan saksi, D1 Amertka Serikat, misalnya Undang-Undang Reformasi

Keamanan Saksi Tahun 1984 menjamin pemberian proteksi kepada para pelapor

nya.
Fasilitas untuk para pelapor ini mulai dari pemberian rasa aman hingga
kelangsungan hidup pribadr dan Keluarga Semua Kegiatan dan kebutuh:/}n diatur
melalui kantor opperasi penegakan unit khusus perlindungan saksi yang berada di
bawah Divisi Kriminal Departemen Kehakiman. Cerita serupa bisa kita percleh
dari Afrika Selatan.
Bagaimana dengan Indonesia, dengan disyahkan Rencana Undang-Undang

Perlindungan Saksi sebagai agenda pembahasan dalam tahun 2003 dan 2izh

menjadi undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 izmang
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praktek buruk mereka dalam menyelewengkan kekuasaan yang telah memibua
negeri ini terpuruk. Indonesia tidak cukup dengan satu Khairiansyah. Negara 1n:

perlu ribuan Khairiansyah lain dalam perang melawan psikotropika.

D. Efektifitas Keberadaan Saksi Pelapor Dalam Kasus Tindak Pidana

Menurut hukum acara pidana, keterangan saksi merupakan bukti vang
paling penting. Boleh dikatakan keterangan saksi dalam setiap proses pemeriksaan
perkara pidana tetap diperlukan walaupun seandamva bukti serupa atau
keterangan terdakwa telah ada. Meskipun di atas telah diuraikan bahwa setiap
pemeriksaan perkara pidana untuk menentukan salah atau tidaknva seorang
terdakwa harus didukung 2 (dua) alat bukti vang sah, namun walaupun telah
dipenuht syarat tersebut dalam prakteknva masith juga diusahakan untuk
mendengar keterangan saksi dan keterangan saksi tersebut setidak-tidakiiva harus
ada 2 (dua),

Menurut Pasal 1 butir ke-26 KUHAP, saksi adalah orang vang dapat
memberikan keterangan guna Kepentingan penvidikan. penuntutan dan peradilan
tentang suatu perkara pidana yang 1a dengar sendiri. 1a lihat sendiri dan ia alami
sendirt.

Selanjutnya Pasal 1 butir ke-27 KUHAP mengatur sebagai berikut
keterang’an sakst adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana vang berupa
keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri. ia
lthat sendir dan 1a alami sendirt dengan menvebut alasan pengetahuannya itu.

Dari ketentuan tersebut di atas. dapat ditarik unsur-unsur yang terpentine

vaitu
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BAB IV
PERLINDUNGAN SAKSI PELAPOR DALAM

TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA

A. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Tindak Pidana
Psikotrpika

Di negeri vang sistem hukumnya sangat rawan dan belum memberikan
kepastian hukum sepertt Indonesia. nasib sakst pelapor memang belum
mencerminkan kepastian hukum. Publik jadi paham bahwa negara belum
menvediakan jaminan dan protekst hukum vang memadai bagr para saksi pelapor
tindak pidana psikotropika

Sejauh ini Indonesta memalng baru memthki produk perundang-undangan
untuk perlindungan saksi dalam Kkasus tindak pidana terorisme. Beleid 1ni

tarcrantiim Adalarm Daratiiean Damarinta
Gaii y QQuGall & O Giudieg & wiliCiizitais 13U

Th NTAarsar 24 Takiewn DNNDY dambnaas T
MO 27 pafiuil avvuo iiang 1

Perlindungan Terhadan saksi Penvidik, Penuntit Umum dan Hakim dalam

pidana psikotropika, proteksi hukum serupa belum tersedia.

Beberapa negara lain telah melangkah lebith jauh dalam memberikan
periindungan saksi. Di Amerika Serikat, misalnya Undang-Undang Reformasi
Keamanan Saksi Tahun 1984 menjamin pemberian protekst kepada para pelapor

tindak kejahatan. Ujung tombak lembaga perlindungan saksi ini adalah US
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sebagai again dan alat bukti dan kurang mengatur tentang saksi sebagai pihak
vang perlu dilindungi dan terutama korban dipulihkan hak-haknya. Baru pada
perlengahan bulan AGustus 2006 kita memiliki Undang-Undang perlindungan
Sakst dan Korban yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 hanya saja
undang-undang tersebut belum memiliki peraturan pelaksanaannya.

Apalagi. sebenarnva banvak para peapor vang bersedia membeberkan
data, modus operandi penvalahgunaan psikotropika canggih lainnya. Tapi, jika
jaminan hukum tidak segera terwujud, proses legal terhadap pemberantasan
psikotropika terancam menemui jalan buntu karena para pelapor enggan bersaksi
di depan persidangan. Lemahnya pengaturan dan perlindungan tentany saksi dan
korban secara vuridis menjadi saksi enggan untuk bersaiksi.

Persoalan utama ban_vakn:\,/a saks: vang tidak bersedia menjadi saksi

ataupun tidak berani mengungkapkan kesaksian yang sebeuarnya disebabkan

tdals ada jaminan tertentu untuk bersaksi Saksi termasuk pelapor babkan sering
mengalami knminalitas atau tuntutan hukum atas kesaksian atau laporan vang

dibertkannya. Saks: akhimva menjadi tersangka atau bahkan terpidana.

Demikian juga halnva dengan praktek hukum dewasa in1 belum
nenunjukan interpedensi dan kemerdekaan seorang saksi dalam melaporkan
terjadinva tindak pidana psikotropika di wilayah hukum POLDA SUMUT.

Te{ap ditemukan ganjalan-ganjalan yang merupakan Keadaan bagi
terhalangnva penegakan hukum di bidang psikotropika ini, di mana kepada saksi

pelapor kurang diberikan perlindungan hukum.
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B. Faktor-faktor Yang menyebabkan Diberikannya Perlindungan Terhadap
Saksi Pelapor Dalam Tindak Pidana Psikotropika

Ada banvak faktor yvang menyebabkan diberikan perlindungan terhadap

saksi pelapor dalam tindak pidana psikotropika di Indonesia vang kesemuanya

bermuara pada upava agar dapat dibukanya dan diangkatnya kasus-kasus

psikotropika dengan adanya seseorang yang bersedia melaporkan peristiwa

perbuatan pidana berupa psikotropika tersebut dan agar masyarakat mengetahui

vang melaporkan

bahwa di Indonesia dibertkan perlindungan terhadap saks:
adanva suatu tindak pidana psikotropika. Dengan demikian ada 2 (dua) keadaan
penting yang menjadi faktor atau sebab utama diberikannya perlindungan

terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana psikotropika, yaitu :

—

Kepentingan lembaga-lembaga terkait dalam pemeberantasan pstkotropika di

mana dengan adanya pelaksanaan perlindungan saksi pelapor maka akan

j
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melakukan pemberantasan psikotropika akan dapat lebith maksimal bertugas
dan mencari keterangan melalui saksi-saksinva karena undang-undang
melakukan perlindungan atas saksi mereka dan masyarakat luasnya tidak akan
takut lagi untuk meiakukan kerjasama dengan pihak terkait karena mereka
dilindungi oleh undang-undang

2. Bagt pelapor sendiri, di mana dengan adanya pelaksanaan perlindungan saksi
pelapor maka 1a tidak akan khawatir terjadi hal-hal vang kurang baik bagi
dirinva di belakang hari, seperti kekerasan, atau ‘a dituntut ke depan

pengadilan dan lain-lainnya, karena dengan adanya perlindungan saksi maka
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or merasakan dinnva dilindungi undang-

12
}

hal tersebut berarti s1 saks:

ey
)
Al

Eu

pahwa dengan adanva pelaksanaz

undang. Atau dengan pert
perlindungan saksi maka masverakat tidak akan takut lagi menjadi pelapor
atau saksi dalam kasus psikotropika karena mereka dilindungi undang-undang

Perlindungan sakst merupakan suatu hal yang sangat penting, hal ini
disebabkan dengan seseorang vang bersedia menjadi saksi pelapor khususnya
dalam perkara psikotropika maka keadaan yang menjadi hambatan khususnya
dalam pengungkapan kasus psikotropika tersebut dapat dihindari, sehingga pelaku
psikotropika dapat dibuktikan memang benar-benar bersalah.

Saksi adalah mereka yang mempunyat pengetahuan sendinn berdasarkan
apa vang dialaminya, dilihatnya dan/atau didengarnya berkenaan dengan dugaan
terjadinya suatu tindak pidana. .Berdasarkan definisi tersebut, maka tidaklah
mustahil saksi adalah juga korban pihak vang dirugikan dari peristiwa tersebut.

Kejadian vang berkalian dengan

Saks: diharaplan dapat menjclaskan rangkaian
sebuah peristiwa vang meniad: objek pemeriksaan di muka persidangan. Saksi,
bersama alat bukti lain akan membantu hakim untuk menjatuhkan putusan vang
adil dan onjektif berdasarkan fakta-fakta hukum yang dibeberkan.

Rapat Paripuma DPR. Selasa 17 Juli 2005, menyetujut Rancangan
Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Rancangan Undang-Undang in1
divakin: dsapat memperkecil “ancaman” vang dihadapi sakst pel:apor. Sebuah
kabar menggembirakan, tentunya. Dan dalam kenyataannya kemudian pada

tanggal 11 Agustus 2006 disahkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan

korban dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.
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Berdasarkan dokumen yang dihimpun Lembaga Studt dan Advokasi
Masyarakat, sedikitnya ada 39 sakst, korban atau pelapcr yang diadukan dengan

i sejak 1996 — 2000,

pencemaran nama baik atau mendapatkan berbaga: zncan
Seluruh farkasi di DPR mendukungnya. Fraksi Parta: remokrast Indonesia

Perjuangan. misalnva, dalam pemandangan akhir yang dibac:ikan Yasonna Laoly,

berkeyakinan undang-undang int bisa membuka tabir ? ‘in yang justru
banvak terjadi di lembaga penegak hukum, seperti di & in, kejaksaan,
pengadilan, vang selama 1t sulit dibongkar “Inilah kado unt st agar kian
gigth mengungkap perkara psikotropika™, ucap Lukman Haki: ifuddin, juru
bicara Fraksit Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Amo: Nasional juga

membert apresiasi. F-PAN yakni undang-undang ini akan mengop . nalkan proses
peradilan karena memperbesar partisipasi masyarakat. Fakia ‘cbenaran vang
sesungguhnya gkan banvak terungkap. Tidak akan ada lagi faki: dan kebenaran

13al- 3] . - i . 2] al-ca Ak T
vang iidak rerungkap hanva karens etiadaan saksi, ucap Arbab

bicara F-PAN.
Pemerintah yang selama ini menaruh perhatian pada | emberantasan
psikotropika pun menaruh harapan besar. Undang-undang ini # mentum dan

membawa pengaruh besar dalam penegakan hukum di Indoncsia. demikian
pendapat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono vang dibacakan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Hanud Awaludin dalam rapat paripurria ©a/angan LSM

yang tergabung dalam Koalisi Perlindungan Saksi dan Koiban - 1g banyak

memberikan masukan dan aktif mengawal pembahasan, kerd:y rlalu puas
dengan rumusan pasal yang ada, mengakui ada ke n adans?
perlindungan pada pelapor (whistleblower) serta tid “mbatasan
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perlindungan saksi/korban berdasarkan tindak pidana. Dengan begitu, akan makin
banyak pihak vang berant membongkar kejahatan. Sedangkan peran pengadilan
dalam hal perlindungan saksi int kurang begitu jelas, meskipun ada undang-
undang vang mengaturnya, hanya saja peraturan pelaksanaannya belum ada
Tetapi meskipun demikian pihak pengadilan akan berupaya untuk menunjukan
upaya-upava bagi perlindungan saksi vang berani melaporkan peristiwa tindak
pidana psikotropika.

Selanjumya terhadap pertanvaan di atas digjukan pertanyaan tentang
apakah setelah Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006
tentang Perlindungan Sakst dan Korban maka perlindungan saks: dalam kasus
psikotropika dapat dilakukan. Hal ini belum begitu jelas, karena mas:h dibutuhkan
peraturan pelaksananya dan juga'kesi;.pm. instansi terkait seperti kepolisian,

kejaksaan dan instansi lainnya. Rancangan Undang-Undang Saksi dan Korban

1- A Aiiadl
vang kemudian dijadi

2006 tentang Perlindungan Saks ban merupakan usul inisiatif DPR.
Sebagaimana dilaporkan Ketua Panja Akil Mochtar dalam panpurra, pada
mulanva terdiri dari 7 bab dan 32 pasal. Namun setelah dilakukan pembahasan
bersama pemerintah. akhirnva berkembang menjadi 46 pasal. Secara umum,
undang-undang ini mengatur 5 (lima) materi pokok. vaitu :

1. Krteria saks: dan korban

2. Jenis perlindungan dan bantuan yang diberikan

(9]

Lembaga berwenang yang memberikan perlindungan dan bantuan
4. Syarat dan tata cara pemberian perlindunganb dan bantuan

5. Sanksi pidana kepada setian orang yang melakukan ancaman
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13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan
berakhir (Pasal 5)

Hak itu diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai
dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Korban
pelanggaran HAM berat, bahkan juga berhak mendapatkan bantuan medis,
rehabilitasi psiko-sosial serta mengajukan kompensasi dan retitust ke pengadilan
LPSK. Dalam proses persidangan, saksi maupun korban vang merasa dirinya
diancam, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir di
pengadilan dan memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan
kepada pejabat beryvenang dengan membubuhkan tanda tangan pada berita acara
atau dapat pula didengar kesaksiannya melalui sarana elektronik dengan
didampingi pejabat berwenang. Seorang saksi yang juga tersangka, dalam undang-
undang 1n1 juga diatur, dapat dyjadikan pertimbangan hakim daiam meringankan

1 o Waalici TQNZ AA | ST .
erbedaan d ciigan .0aiilsi L.oivi. v Viciena LHCHPBLCIIURRY,

umumnya dapat dibongkar saksi oelaku sehingga perlu diberi penghargaa
Khusus tentang perlindungan pada pelapor. dalam undang-undang juga diatur
bahwa “saksi, korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana
maupun perdata atas laporan. kesaksian vang akan sedang atau telah

diberitkannva”, Yang dimaksud dengan “pelapor” di atas adalah orang yang

)

membenkan informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak
pidana, Namun, ketentuan itu tidak berlaku terhadap saksi, korban dan pelapor

vang membewrikan keterangan tidak dengan itikad baik, antara lain :
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Untuk pertama kali, seleksi dan pemilihannya dilakukan Presiden dengan
membentuk panitia selekst vang terdin dan 2 (dua) unsur pemerintah dan 3 (tiga)
unsur masyarakat. Panitia seleksi mengusulkan 21 (dua puluh satu) calon kepada
Presiden untuk kemudian dipilih sebanyak 14 (empat belas) orang dan diajukan
kepada DPR untuk disetujui menjadi 7 (tujuh) orang. Masa jabatan LPSK ini
5 (lima) tahun dan dapat dipilth kembali untuk 1 (satu) kal: masa jabatan. Biaya
LPSK in1 dibebankan pada Anggaran Pendapat dan Belanja Negara (APBN).
Perlindungan terhadap sakst dan korban itu sendim dibertkan dengan
mempertimbangkan :

1. Sifat pentingnya keterangan saksi dan/atau korban

[§S]

Tingkat ancaman vang membahavakan saksi dan/atau korban

Hastl analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi dan/atau korban

L2

4. Rekam jejak kejahatan vang pemah dilakukan oleh saksi dan/atau korban

Tatn ara N
data cara p

permintaan pejabat berwenang Berdasarkan itu, LPSK melakukan pemeriksaan
paling lambat 7 (twyuh) han sejak permohonan perlindungan
harus sudah memberikan jawaban tertulis.

Sebaliknya sakst dan  korban pun harus menvatakan kesediaan

menjalankan sejumlah svarat
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2. Menaati aturan berkenaan dengan keselamatannya

)

Tidak berhubungan dengan cara apapun dengan orang lain selain atas

persetujuan LPSK
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4. Tidak memberitahukan kepada siapa pun mengenai keberadaannya yang
dilindungi LPSK
5. Hal lain yang dianggap perlu oleh LPSK
Sebagai bentuk perlindungan terhadap saksi dan korban, undang-undang
juga mengatur sejumlah sanksi pidana kepada setiap orang yang mengancam saksi
maupun korban. Sanksi pidana itu mulai dan denda Rp. 40.000.000,- (empat
puluh juta rupiah) sampai Rp. 50.000.000,- (lma puluh juta rupiah) serta

kurungan | (satu) tahun hingga seumur hidup

2. Pemerintak dan Masyarakat

apan pemerintah mengimplemeniasikannya Paling tidak

ada 3 (liga) pertauran pemerintah vang harus disiapkan, yaitu :

fom s 14 Lachne TA N A Lapscssain
2. Pemberian L\O.upeﬂS&SI Gan rC5uwusi ROIodil yiAlvi ucral
X A - < hant -
3. Kelavakan diberikannya jancka wakiu serta besaran biava bantuan

Pemerintah segera membentuk tim seleksi vang kredibel dan memben
waktu cukup kepada tim untuk merekrut calon yang benar-benar berkualitas dan
berintegritas. Masyarakat pun perlu berperan aktif di sini. Dengan demikian,
daftar calon LPSK tidak hanva menjadi incaran “pencarn pekerjaan™. tetap: diist
para “pexfcari kerja”. Dengan begitu undang-undang yang mungkin dirasa masth
ada ketidak sempurnaan ini, ditambah kondist kantong negara yang tipis bisa

diimbangi dengan kehadiran 7 (tujuh) orang anggota LPSK berintegritas.
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Dalam referensi kriminologi dan hukum pidana dikenal istilah “crime

>

doesn’t pay”, akan tetap: dibantah dengan menyatakan “criem does pay™ artinya
sekecil apapun kejahatan harus diberikan sankst.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang Psikotropika Tahun
2003, yang saat in! akan diratifikasi oleh pemerintah Indonesia, telah mengadopsi
pemikiran-pemikiran para ahli hukum abad 21, berasal baik dart sistem civi/ law,
maupun common law yang menyepakati bahwa terhadap para pelaku psikotropika
vang memberikan bantuan vang sangat substansial (substansial cooperation)
dalam penyidikan diberikan keringnana hukuman atau pembebasan dari
penuntutan. Melihat substansi Konvens: PBB tersebut dalam kaitan perlindungan
hukum irt tampak adanya standar ganda, di satu sisi, kepada pelaku pelanggar
psikotropika harus dihukum dan tidak lolos dar penuntutan, tapt sisi lain ada

semacam “imunitas” terhadap pelaku-pelaku psikotropika vang kooperatif dalam

ag
QS

karena psikotropika merupakan kejahatan vang bersifat sistemauk dan meul

sehingga merupakan kejahatan vang sulit pembuktiannya.

Pemyataan PBB  bahwa psikotroptka sebagat ancaman teshadap
kemanusiaaan dan pembangunan berkelanjutan merupakan perubahan mendasar
atas parédigma vang mengunggulkan pendekatan hukum semata-mata kepada
paradigma baru vaitu melindung kepentingan yang lebih besar, yaitu masyarakat,

bangsa dan negara dan kehancuran. Ancaman terhadap nyawa dan jiwa pelapor

jug~ hukanlah sesuatu yang mustahil dalam menghadapi mafia psikotropika yvang
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merambah kepada institusi penegak hukum dan institusi yang bertugas
melaksanakan pelayanan kepada publik.

Jika kita dan pemerintah sudah bertekad untuk membongkar habis
kejahatan terhadap kemanusiaan ini dan bahkan merupakan musuh bangsa
Indonesia, paradima garu pemberantasan psikotropika di atas haruslah dijadikan
landasan berpikir dan bertindak kita sekalian yang masih peduli terhadap beban
bangsa. Kita tidak bisa lagi selalu bempikir legalistik dengan paradigma vang
berkembang pada abad 17 dan abad 18, melainkan kita harus berpikir dinamis dan
maju dalam menyusun strategi untuk memenangkan pemberantasan psikotropika
dengan selalu mengihuti perkembangan modus cperandi dar: karakter inafia
psikotropika di tanah air.

Menindaklanjuti kenyataan vang ditemukan di lapangan serta keadaan
lainnya yang berhubungan dengan perlindungan saksi maka sewaktu ditanyvakan
tentang bapaimana perthal 1

Perthal identitas saksi pelapor dalam kasus psikeotropika sewakiu pemeriksaan

(8

perkara psikotropika dilakukan di depan pengadilan haru
untuk menjadikan beban pembuktian menjadi kuat maka juga diketahw asal-usul
dan hubungannva dengan terdakwa. Sedangkan dalam tingkat pemenksaan di

Kepolisian dan Kejaksaan maka identitas saksi diserahkan kepentingannya kepada

instansi vang bersangkutan.

(V]
n
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D. Hambatan-hambatan Ditmarkeba Peldasu Dalam Menjalankan
Wewenangnya Sebagai Pemyidik

Hambatan vang utama dalam tugas Ditnarkoba Poldasu pada dasamya di
bidang persomil. Ditnarkoba Poldasu kesulitan dalam merekrut anggota yang
memiliki spesifikasi pengetahuan di bidang-bidang kimiam teknik dan lain
sebagainya. Demikian juga halnya dalam bidang membina kekuatan personil
masih terkendalam dalam kualitas SDM yang kurang memadai dan belum
mencukupi kebutuhan organisasi.

Dimarkoba Poldasu juga memiliki schedul tahunan darn Ditnarkoba
Poldasu, pelatihan teknik alsus maupun pemeriksaan laborators.

Dirnarkoba Poldasu juga memiliki kendala dalam melakukan
pemerliharaan dan perawatan alsu's terutama alsuk pengadaan KE belum didukung

oleh anggaran yang cukup, belum teralisasi pengadaan gudang dan lemari

nanvimnanan Lhiy
peaylinpanain K

neralatan/alsus yang sama sekali tidak digunakan karena kondisinya rusak.

Sedangkan secara umum dikarenakan anggota Ditnarkoba Poldasu adalah
polisi maka ada 2 (dua) hambatan besar dihubungkan dengan peranan Polri dalam
menjalankan wewenangnya sebagai penj{/idik yaitu perilaku polisi dan kebudayaan
yang tumbuh di tengah masyarakat memandang terhadap polisi. Terlepas dan
rumusan ’peraturan perundang-undangan yang berlaku di negeri kita, mandat
(tugas) yang dibebankan kepada polisi sejak kelahirannya adalah menegakan
hukum dan memelihara keamanan dan ketertiban.

Hambatan dalam r-elaksanaan tugas polisi sebagai penyidik tidka hanya

memberikan bantuan atau melavani (support atau service) yang menyenangkan

UNIVERSITASMEDAN AREA



UNIVERSITASMEDAN AREA



UNIVERSITASMEDAN AREA



UNIVERSITASMEDAN AREA



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesiinpulan

1. Perlindungan hukum terhadap saksi pelapor tindak pidana psikotropika di
wilavah hukum Polda Sumut belum berjalan sebagaimana diharapkan semua
pthak khususnya saksi pelapor sendiri, karena adanya upaya-upaya yang dapat
dibenarkan oleh instansi hukum itu-sendiri untuk menjerat saksi pelapor ke
depan meja hijau

2. Faktor-faktor yang menyebabkan diberikannya perlindungan terhadap saksi
nelapor dalam tindak pidana psikotropika di wilayvah hukum Polds Sumut
adalah meliputi :
a. Kepentingan lembaga-lembaga terkait dalam pemeberantasan psitoiropika

di mana dengan adanva nelaksanaa

bagi dirinya di belakang hari, seperti kekerasan, atau 1a dituntut ke depan
pengadilan dan lam-lainnva, karena dengan adanya perlindungan saksi
maka hal tersebut berarti si saksi pelapor merasakan dirinya dilindingi

undang-undang
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B. Saran

1. Melihat bahwa perbuatan-perbuatan psikotropika itu lebth banyak dilakukan
oleh pegawal negeri dan sebagaimana juga adanva perbuatan-perbuatan
kriminal lainnya tidak dapat diberantas dengan tuntas hanya dengan sarana
hukum belaka, maka sebagai langkah preventif agar perbuatan psikotropika
tersebut berkurang/terhapus, perlu kiranva diperbuat penyuluhan-penyuluhan
hukum dan memperhatikan pula perbaikan ekonomi masyarakat, sehingga
kebutuhan yang diperlukan dalam mengimbangi perkembangan kehidupan
dapat terpenuhi

2. hendaknya pemberian perlindungan hukum terhadap sakst pelapor dapat
diberikan secara maksimal termasuk perlindungan terhadap keluarga saksi

pelapor, harta bendanya dan lain-lainnya

)

Melihat ancaman hukuman vang tercantum dalam Undang-Undang

Acibatrantt-a mannrit . nannlic adalah lsirana harat  manoinaont
P~ \/’/AA\M ALawnsan a . e ~ Sena Leanes R l\Ml“AAb Uvivet IAIV‘ACIAAO“\.

perubahan nilai uang serta kuvalitas daripada psikotropika vang tenad:

sekarang Sekiranva hal 1nmt menjad:i bahan perhatian bagr pihak vang

berkompeten khususnya dalam denda tersebut
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